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BAB III 
ALASAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH H&M MASIH 
TERJADI DI KAMBOJA  
Ketidakpatuhan H&M sebagai perusahaan multinasional yang membangun 
industri garmennya di Kamboja menyebabkan banyak pekerja yang harus menanggung 
akibatnya. Diperlakukan secara tidak adil, diskriminasi, pelanggaran jam kerja, hingga 
pelanggaran cuti wanita hamil. Namun, meskipun sudah terdapat regulasi-regulasi 
yang dibentuk oleh Pemerintah Kamboja, yang mana mengadopsi dari aturan yang 
telah ditetapkan oleh ILO terkait pekerja paksa, pabrik garmen H&M tetap saja 
melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah disebutkan diatas. Sehingga 
dalam bab ini, penulis akan menjelaskan alasan-alasan mengapa perusahaan H&M 
masih tetap melakukan pelanggaran HAM terhadap pekerja meskipun sudah terdapat 
regulasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kamboja dan juga ILO.  
III.1. H&M Sebagai Perusahaan Multinasional Memiliki Tujuan Untuk 
Meningkatkan Keuntungan Sebesar-besarnya. 
Dalam pandangan neoliberalisme menjelaskan bahwa mereka percaya akan 
adanya kesejahteraan tanpa adanya campur tangan dari negara. Menurut David Harvey 
dalam bukunya A Brief History of Neoliberalism (2005), mendefinisikan 
neoliberalisme sebagai teori praktik ekonomi politik yang mengusulkan bahwa 
kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan dengan membebaskan kebebasan dan 
keterampilan wirausaha individu dalam kerangka kelembagaan yang dicirikan oleh hak 
kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas dan perdagangan bebas, dimana peran 
negara adalah menciptakan dan melestarikan kerangka institusional yang sesuai 
dengan praktik semacam itu. Ia beranggapan bahwa terdapat kebebasan individu dalam 
hal meningkatkan perekonomian, dan kebebasan yang diwujudkannya mencerminkan 
kepentingan pemilik properti pribadi, bisnis, perusahaan multinasional, dan modal 
finansial. Sehingga, dapat dijelaskan bahwa pandangan neoliberal percaya bahwa 
adanya perkembangan ekonomi dalam sebuah negara merupakan tujuan utama dan 
yang paling penting bagi negara. 
Pemikiran ini kemudian percaya akan dibutuhkannya institusi, organisasi 
internasional, privatisasi dan juga aktor-aktor swasta yang dapat mendorong 
perekonomian di negara-negara di dunia termasuk negara-negara berkembang. 
Masuknya perusahaan multinasional dalam sebuah negara merupakan salah satu jalan 
yang tepat bagi penganut paham neoliberal karena dengan begitu, diharapkan dapat 
membantu negara dalam perkembangan ekonomi didalam sebuah negara.  
Seiring berkembangnya jaman, dalam ekonomi neoliberal saat ini kita tidak 
asing dengan pembicaraan terkait globalisasi. Aspek globalisasi terutama dalam 
globalisasi ekonomi ini menggeser bentuk perdagangan kearah yang lebih luas yaitu 
antar negara, salah satunya melalui investasi asing. Globalisasi ekonomi melibatkan 
pergeseran kualitatif ke arah perekonomian nasional, yang mana lebih didasarkan pada 
pasar global yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi dan juga 
konsumsi (Jackson & Sorensen 2013, p. 343). Disinilah mulai muncul perusahaan-
perusahaan multinasional yang mulai memproduksi barang dan jasa secara global. 
 Secara umum, pengertian dari perusahaan multinasional atau yang sering 
disebut dengan MNC, merupakan sebuah organisasi bisnis yang kegiatannya berlokasi 
di lebih dari dua negara. Dalam sebuah MNC, terdapat 1 negara induk, yang mana 
adalah tempat dimana perusahaan tersebut pertama didirikan, dan juga terdapat negara 
tuan rumah, yang mana adalah tempat beroperasinya perusahaan multinasional di luar 
negara induk. MNC memiliki fokus utama pada peningkatan keuntungan yang sebesar-
besarnya dengan menurunkan ongkos produksi yang seminimal mungkin.  
Pandangan neoliberal percaya bahwa terdapat aktor selain aktor selain negara 
yang berperan dalam hubungan internasional, dan salah satunya adalah MNC. Kubu-
kubu yang mendukung MNC menjelaskan bahwa MNC juga dapat meningkatkan 
perekonomian yang ada didalam sebuah negara. Namun, meskipun begitu, MNC 
memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian perusahaan itu sendiri 
secara besar-besaran tanpa memedulikan kegiatan apapun yang dilakukan untuk dapat 
mengurangi ongkos produksi.  
Biasanya, MNC berfokus pada negara-negara berkembang yang masih 
memiliki sistem ekonomi dan politik yang masih lemah sehingga dengan begitu, MNC 
akan lebih mudah untuk melancarkan kepentingannya (Irewati A, wawancara pribadi, 
3 Agustus 2018). Dengan hambatan perdagangan yang menurun dan biaya transportasi 
yang lebih rendah, perusahaan semakin melihat ke negara-negara berkembang tidak 
hanya untuk pasar baru untuk menjual produk mereka tetapi untuk peluang produksi 
berbiaya rendah. MNC yang mengambil keuntungan dari tenaga kerja asing yang 
murah memperoleh keuntungan sedikit lebih banyak dari perusahaan yang tetap 
bergantung pada tenaga kerja dengan biaya lebih tinggi (Roach 2007). Tenaga kerja 
asing murah adalah faktor utama yang menjelaskan pertumbuhan perusahaan 
multinasional di sektor-sektor seperti elektronik dan industri pakaian. 
Kemudian, untuk tetap dapat menikmati keuntungan yang besar, perlakuan 
yang dilakukan terhadap pekerja menjadi semena-mena. Salah satu cara yang 
digunakan untuk mengurangi ongkos produksi adalah dengan cara mempekerjakan 
buruh secara paksa misalnya mengurangi upah pekerja, dan meningkatkan jam kerja. 
Perusahaan H&M di Kamboja melakukan hal yang sama terhadap pekerjanya. H&M 
merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dibidang fesyen yang 
mana tentu saja memiliki tujuan untuk mengkatkan kepentingannya yaitu mencari 
keuntungan sebesar-besarnya. Namun, cara yang digunakan untuk meningkatkan 
jumlah keuntungan perusahaan dilakukan dengan cara melanggar hak asasi para 
pekerja.  
H&M seperti yang kita ketahui memiliki 3.900 toko, 900 pemasok yang 
mewakili 1.900 pabrik; dan mempekerjakan lebih dari 116.000 karyawan di seluruh 
jaringan produksi global mereka (ILO 2014 dalam Asia Wage Floor Alliance 2016). 
Keuntungan bersih perusahaan H&M di tahun 2013-2015 secara keseluruhan memang 
mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah, 
yang menunjukkan angka pendapatan perusahaan H&M selama tahun 2012 hingga 
2015.   
Grafik III.1. Jumlah Pendapatan Perusahaan H&M (2012-2015) 
Sumber: Diolah dari Hurricane Capital 2016 
 
Pada grafik diatas, digambarkan bahwa keuntungan yang didapatkan perusahaan H&M 
di tahun 2012 hingga 2015 terus mengalami peningkatan yang cukup drastis. Sekitar 
10-15 persen tiap tahunnya. Hal ini menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan 
perusahaan H&M berhasil meningkat. Peningkatan dalam keuntungan lainnya 
dirasakan di tahun 2013-2014 misalnya VAT (PPN) meningkat sebesar 14%, laba kotor 
meningkat dari kurang lebih 76.000 menjadi 89.000 (sekitar 58%) (H&M 2014).  
 
  
 
 
Grafik III.2. Total Laba Operasional H&M Berdasarkan Regional, 2012-2017 
 
Sumber: www.statista.com (diakses pada 6 September 2018) 
Grafik diatas menunjukkan jumlah total laba operasional perusahaan H&M 
berdasarkan regional nya. Dapat dilihat bahwa di wilayah Asia dan Oceania, 
keuntungan operasionalnya mencapai 1.999 SEK di tahun 2014. Kamboja merupakan 
salah satu negara di Asia, yang mana Kamboja juga menyumbangkan laba operasional 
tersebut kepada perusahaan H&M. 
Keuntungan produksi perusahaan H&M sudah didapatkan. Namun disisi lain, 
dapat kita lihat bahwa terdapat peningkatan pelanggaran HAM di ranah industri 
garmen terutama pada pemasok H&M di Kamboja juga dirasakan oleh para 
pekerjanya. Sehingga, bukan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh sebuah 
perusahaan multinasional, namun keuntungan yang besar. Lalu, demi meningkatkan 
keuntungan tersebut, yang harus dilakukan adalah menurunkan ongkos produksi, baik 
itu dari pekerja maupun bahan-bahan yang digunakan.  
Dari data wawancara yang dilakukan oleh Human Rights Watch di tahun 2013 
dengan seorang pekerja di pabrik H&M, menyatakan bahwa  
“They are now assessing how much time it takes to make a shirt. I 
don’t know what H&M is thinking but this is very difficult for 
workers.… We can’t rest…. For some types of shirts they are setting 
2,000 as quota. We have to meet this quota every day. Otherwise we 
get shouted at” (HRW 2013) 
Beberapa pekerja yang lainnya mengeluh bahwa yang mereka lakukan hanyalah 
bekerja dan apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat sesuai 
dengan keinginan perusahaan maka pekerja tersebut akan dicaci maki dan 
mendapatkan panggilan yang kasar dan mempermalukan. Pelanggaran di tahun 2013 
hingga 2015 pun tidak mengalami penurunan yang besar, sehingga pekerja masih 
dipaksa untuk bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.  
 Di tahun 2013, H&M mengeluarkan program “Fair Living Wage” yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya terutama dalam hal ini adalah 
pekerja di pabrik garmen di Kamboja. Program ini bertujuan untuk dapat meningkatkan 
upah pekerja secara keseluruhan di tahun 2018. Namun dari data-data yang telah 
ditemukan, masih banyak terdapat banyak sekali pekerja dengan tingkat kesejahteraan 
yang masih dibawah standar minimal. Dilihat dari data yang didapat dari Clean Clothes 
Campaign (2016) dalam laporannya yang berjudul “When Best is Far From Good 
Enough”, menjelaskan bahwa sejak dibentuknya program H&M di tahun 2013, 
peningkatan upah para pekerja pun masih belum jelas. Bahkan, hingga tahun 2015 
tidak ada laporan publik mengenai peningkatan upah dari H&M itu sendiri. 
Dengan meningkatnya keuntungan dari perusahaan H&M, seharusnya 
berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Kamboja, terutama pada pekerja-
pekerja yang bekerja di pabrik garmen H&M. Namun, kemiskinan di Kamboja terus 
dirasakan oleh masyarakatnya.  
 Kamboja merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian yang 
paling sedikit dan merupakan negara termiskin di ASEAN (ILO 2015). Menurut 
laporan dari ILO, Kamboja memiliki PDB terrendah di tahun 2014, bahkan negara-
negara kecil lain di ASEAN seperti Laos, Vietnam dan Myanmar memiliki PDB lebih 
tinggi dari Kamboja. PDB Laos melebihi Kamboja sebanyak 60% dan Vietnam 74% 
lebih tinggi dari Kamboja. 
 Di tahun 2013, Pekerja masih bekerja dengan ventilasi udara yang panas dan 
buruk, paparan bahan kimia dan asap pabrik, sementara kondisi kehidupan mereka 
mungkin terancam oleh kekurangan gizi karena upah minimum yang rendah dan 
standar hidup. Kemudian di tahun 2015 terdapat 181 pekerja yang meninggal akibat 
pekerjaannya dan juga terdapat 2.703 pekerja yang mengalami pingsan saat bekerja. 
(opendevelopmentcambodia.net). Data diatas merupakan gambaran umum dari pabrik 
garmen di Kamboja yang kurang memperhatikan keselamatan pekerja dan juga hak-
hak mereka.  
 H&M memiliki target barang yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 
tertentu dan terkadang target yang diberikan kepada pekerja merupakan sesuatu yang 
sangat membebani dan ini yang seringnya memicu bentuk-bentuk kerja paksa, karena 
pekerja terus-menerus di bawah tekanan untuk mencapai target produksi yang terus 
meningkat. Target pembelian dari pemasok ini yang telah diperkenalkan untuk 
memaksimalkan keuntungan lebih lanjut. Data yang didapatkan dari hasil wawancara 
dengan Patrick Lee (14 Agustus 2018), yang merupakan konsultan hukum dari 
CENTRAL1 menjelaskan bahwa mereka sering siap untuk campur tangan dalam hal-
hal kesehatan dan keselamatan kerja yang buruk (misalnya suhu kerja yang panas, 
masalah ventilasi), tetapi kurang begitu ketika berhadapan dengan pelanggaran hukum 
Kamboja mengenai lembur dan meninggalkan hak untuk beristirahat. Dapat dibilang, 
ini adalah karena fakta bahwa memiliki pekerja bekerja berjam-jam ini (dalam 
beberapa kasus hingga 60 jam per minggu) memaksimalkan margin keuntungan H&M 
dengan memastikan produk mereka diproduksi dengan cepat. 
 Meskipun perusahaan memiliki keinginan yang meningkat untuk menjalankan 
hak asasi manusia para pekerjanya, namun terdapat kepentingan-kepentingan dan 
faktor-faktor lain yang lebih penting untuk diutamakan. Terdapat keinginan untuk 
meningkatkan hak asasi manusia dan di sisi lain terdapat pula kepentingan ekonomi 
yang begitu besar. Kemudian, untuk dapat meningkatkan perekonomian didalam 
sebuah perusahaan, sering kali melalaikan tanggung jawab, mengorbankan tujuan-
tujuan lain seperti kesejahteraan sosial dan juga pada pertimbangan akan hak asasi 
manusia (Kinley & Joseph 2002).  
 Dalam hal ini menunjukkan pelanggaran HAM yang mana adalah pekerja 
paksa, berdampak dalam peningkatan penjualan H&M yang sangat massif. Dilihat 
melalui data-data yang tertera diatas, yang menunjukkan keuntungan H&M yang 
semakin meningkat di tahun 2012 hingga 2015, kemudian kesejahteraan masyarakat 
Kamboja yang masih jauh dari kata sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 
H&M bermaksud untuk meningkatkan profit perusahaan dan berusaha untuk 
meminimalisir pengeluaran dengan cara melakukan pekerja paksa di pabrik-pabrik 
garmen yang ada di Kamboja. 
                                                          
1 CENTRAL adalah Center For Alliance of Labor and Human Rights. CENTRAL adalah sebuah lembaga 
yang mendukung dan memberdayakan rakyat Kamboja untuk menuntut pemerintah dalam 
menegakkan hak asasi manusia. (www.central-cambodia.org) 
III.2. H&M sebagai Aktor Non-Negara 
 Perusahaan yang bergerak dibidang fesyen, yang mana memproduksi barang-
barang seperti misalnya pakaian dan celana, merupakan sebuah perusahaan 
multinasional. Definisi dari perusahaan multinasional atau terkadang disebut sebagai 
perusahaan transnasional menurut PBB awalnya adalah perusahaan yang memiliki atau 
mengontrol produksi atau fasilitas layanan di luar negara di mana mereka berbasis 
(PBB 1974 dalam Wouter & Chane 2013 p.5). Kemudian berkembang dan menyatakan 
bahwa perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional adalah:  
“sebuah entitas ekonomi yang beroperasi di lebih dari satu negara 
atau sekelompok entitas ekonomi yang beroperasi di dua atau lebih 
negara - apapun bentuk hukumnya, apakah di negara asal atau 
negara tempat aktivitasnya, dan apakah diambil secara individual 
atau secara kolektif” (OECD 2013 dalam Wouters & Chane 2013). 
Perusahaan multinasional atau yang kita biasa sebut dengan MNC merupakan sebuah 
aktor non-negara yang mana tidak memiliki hak dan juga kewajiban seperti yang 
sebuah negara miliki. Terkadang hal ini sering kali menimbulkan permasalahan apabila 
berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran pada lingkungan 
maupun pada hak asasi manusia. Disini, akan dibahas mengenai kewajiban dan hak-
hak yang perlu dilaksanakan dan didapatkan oleh MNC terutama berhubungan dengan 
masalah pelanggaran hak asasi manusia khususnya pada pekerja paksa yang dilakukan 
sebuah MNC di suatu negara.  
Berbicara mengenai perusahaan multinasional, kita juga harus mengetahui 
mengenai apa saja hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebuah perusahaan 
multinasional. Menurut Wouters & Chane (2013) dalam tulisannya yang berjudul 
“Multinational Corporation and International Law” yang menjelaskan mengenai 
hubungan MNC dan juga hukum internasional, mengatakan bahwa sebuah perusahaan 
multinasional tidak memiliki kewajiban secara hukum terhadap hukum internasional. 
Sehingga, dalam melaksanakan pekerjaannya MNC tidak dapat dituntut untuk dapat 
mematuhi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh hukum internasional yang 
ada.  Begitupun dalam urusan apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia yang ada dalam sebuah negara dimana MNC tersebut berada. 
Di bawah hukum hak asasi manusia internasional saat ini, dikatakan bahwa 
bukan MNC yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM melainkan negara 
adalah pengemban tugas utama, wajib untuk menghormati dan memenuhi hak asasi 
manusia dan untuk memastikan perlindungan mereka terhadap pelanggaran oleh aktor 
swasta manapun (Wouters & Chane 2013). Sehingga tidak ada hukum yang mengikat 
bagi MNC untuk dapat mematuhi aturan yang telah dibentuk oleh hukum internasional. 
Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan 
bahwa setiap golongan dan juga setiap organ di masyarakat perlu berusaha untuk 
mengajarkan pendidikan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak dan 
kebebasan seluruh masyarakat. Namun sayangnya pernyataan ini hanya ada dalam 
pembukaan, yang belum ditetapkan dalam hukum kebiasaan internasional (Ruggie 
2007). Begitupun dengan perusahaan H&M yang merupakan sebuah perusahaan 
multinasional.  
H&M sudah masuk dan memiliki pemasok lebih dari 40 industri garmen di 
Kamboja yang memproduksi barang-barang yang akan dijual diseluruh dunia. Dalam 
penanganan pelanggaran hak asasi manusia, H&M juga sudah bekerja sama dengan 
ILO untuk berusaha menegakkan hak-hak buruh dengan cara mengikuti program Better 
Factory Cambodia yang dibentuk di tahun 2001. Namun, data yang ditunjukkan 
menjelaskan bahwa di tahun 2013 hingga 2014 pelanggaran yang dilakukan oleh 
pemasok di H&M masih terjadi. Menurut Human Rights Watch (2015) dalam 
laporannya yang berjudul “Work Faster or Get Out” menjelaskan bahwa masih terdapat 
pelanggaran yang terjadi di pemasok H&M di tahun 2013 dan 2014. 
Pelanggaran terhadap pekerja masih terjadi. Di tahun 2013, H&M telah bekerja 
sama dengan BFC untuk memperlihatkan semua pemasoknya yang ada di Kamboja 
untuk dapat memberantas pelanggaran HAM yang terjadi. Namun, dari data yang 
ditemukan di tahun 2014 keadaan tidak berubah sama sekali. Masih ada saja 
pelanggaran yang dilakukan oleh pemasok H&M dalam berbagai bentuk, yaitu 
pelanggaran pada waktu kerja yang melebihi batas maksimal, diskriminasi terhadap 
wanita yang sedang hamil, terdapat anti serikat pekerja dan penggunaan kontrak jangka 
pendek (Human Rights Watch 2015). Tidak ada perubahan yang terjadi terhadap para 
pekerja dalam pabrik garmen H&M dari tahun 2013 hingga 2014.  
 Dalam data yang ditemukan, kondisi yang terjadi di beberapa pemasok H&M, 
pekerja mengatakan bahwa di tahun 2013 hingga 2015, terdapat peningkatan upah 
pekerja namun hal itu didapatkan karena pekerja harus bekerja lembur dan bekerja pada 
hari minggu dan hari libur nasional lainnya (McMullen & Majumder 2016). Bahkan 
saat jam istirahat, mereka dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya agar dapat 
memenuhi target. Akibatnya, banyak pekerja yang jatuh sakit dan tidak dapat 
memaksimalkan pekerjaannya, yang bedampak pada pemotongan gaji yang 
didapatkannya.  
 Dari data-data diatas terlihat bahwa pelanggaran HAM terus terjadi meskipun 
sudah terdapat aturan-aturan dan kerjasama yang terjadi antara ILO dan juga MNC 
(dalam kasus ini adalah H&M). ILO, seperti yang telah dijelaskan dalam bab 
sebelumnya, memiliki beberapa aturan-aturan yang mengatur mengenai perilaku 
terhadap pekerja yang ditetapkan di masing-masing negara yang meratifikasi aturan 
tersebut. Kamboja, merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi ILO 
yang berhubungan dengan hak-hak pekerja. Sehingga hal ini perlu diterapkan kepada 
seluruh perusahaan baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan swasta seperti 
MNC. Banyak temuan-temuan terkait pelanggaran HAM yang terdapat di pabrik 
garmen Kamboja terutama di pabrik garmen H&M.  
 Namun, yang dapat dilihat disini adalah bahwa meskipun H&M telah 
melakukan kerjasama dengan ILO, dan aturan-aturan mengenai pekerja sudah 
ditetapkan di negara tuan rumah, namun pelanggaran masih saja terjadi selama ini. Hal 
ini disebabkan karena H&M yang merupakan sebuah MNC yang memilih Kamboja 
sebagai negara tuan rumah untuk pemasok-pemasoknya, dimana mereka berusaha 
untuk memproduksi barang untuk dipasarkan keseluruh negara bagian, merupakan 
aktor non-negara yang tidak perlu patuh terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan 
oleh hukum internasional. Memang, dari data yang ditemukan bahwa H&M melakukan 
bentuk kerjasama dengan BFC dalam meminimalisir perlakuan yang tidak layak 
terhadap pekerja dan juga mempublikasikan pemasok-pemasok milik H&M yang 
berada di Kamboja. Namun, faktanya adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam 
bentuk pekerja paksa dan diskriminasi terhadap kaum wanita yang bekerja di pabrik 
garmen H&M di Kamboja masih biasa terjadi. 
Di tahun 2013, H&M mulai bekerja sama dengan BFC dengan cara membuka 
dan mempublikasikan pemasok-pemasoknya yang ada di Kamboja. H&M juga 
membuat program yang disebut dengan “Fair Living Wage” yang mana ditargetkan di 
tahun 2018 semua pekerja yang bekerja di pemasok H&M di Kamboja akan dapat 
merasakan kesejahteraan dan diperlakukan secara adil tanpa ada diskriminasi. 
Sehingga seharusnya, di tahun-tahun berikutnya, adanya permasalahan, aduan dan 
keluhan mengenai pekerja paksa di pemasok H&M akan semakin menurun. Namun, 
bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa masih saja terdapat pelanggaran HAM yang 
terjadi, dengan intensitas yang tidak berkurang. H&M merupakan perusahaan pembeli 
terbesar di Kamboja (Human Rights Watch 2015), dan banyak masyarakat yang 
menggantungkan hidupnya pada pekerjaan ini.  
Dimana telah dijelaskan diatas bahwa sebuah perusahaan swasta seperti MNC 
tidak serta merta patuh pada peraturan yang telah dibentuk oleh hukum internasional. 
Dalam hukum internasional, tidak ada aturan umum bahwa perusahaan bertanggung 
jawab atas tindakan internasional yang dirasa melanggar hukum internasional 
(Kamminga 2004). Menurut Kamminga, mengapa hukum internasional tidak mengatur 
perusahaan karena tidak dapat diasumsikan bahwa perusahaan memiliki kewajiban 
yang sama dengan negara bagian. Sehingga tidak ada tanggung jawab sebuah MNC 
untuk patuh terhadap hukum internasional. H&M dalam hal ini juga tidak memiliki 
tanggung jawab untuk dapat mematuhi aturan yang telah dibentuk oleh ILO.  Dibawah 
ini akan dijelaskan seberapa besar pelanggaran yang terjadi di Kamboja. 
Diagram III.1. Jumlah Pelanggaran HAM di Kamboja tahun 2013-2014 
 
Sumber: Diolah dari Human Rights Watch 2015 
 
Data diatas menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia di bulan April tahun 2013 
hingga bulan Mei tahun 2014. Data ini merupakan data pelanggaran secara 
keseluruhan. Terlihat bahwa diagram dari perusahaan yang melanggar jauh lebih besar 
dibandingkan dengan diagram dari perusahaan yang patuh. 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2013-2014
melanggar patuh
 Dari data diatas, dijelaskan bahwa perusahaan swasta seperti MNC tidak 
memiliki kewajiban untuk patuh terhadap aturan-aturan dan regulasi dari hukum 
internasional karena MNC adalah aktor non-negara. Dengan ini, menjelaskan bahwa 
H&M, yang merupakan perusahaan fesyen terbesar kedua di dunia ini juga tidak 
memiliki kewajiban untuk patuh terhadap regulasi mengenai pekerja yang dibentuk 
oleh ILO dalam konvensi mengenai perlakuan terhadap pekerja. Itulah sebabnya 
mengapa pelanggaran hak asasi manusia mengena pekerja paksa masih berlangsung di 
tahun 2013 hingga 2015, bahkan hingga saat ini. 
III.3. Lemahnya Aturan dari Pemerintah 
Saat hukum internasional tidak ampuh dalam menangani pelanggaran hak asasi 
manusia yang dilakukan oleh perusahaan seperti MNC, seharusnya pemerintah di 
negara tuan rumah lah yang dapat meminimalisir praktik pelanggaran hak asasi 
manusia tersebut. Perusahaan multinasional biasanya menargetkan negara-negara yang 
membutuhkan lapangan pekerjaan dan pemerintahan yang lemah. Negara yang secara 
ekonomi lemah bergantung pada investasi perusahaan multinasional dan mungkin 
tidak mau memberlakukan dan menegakkan hak asasi manusia untuk meningkatkan 
daya tarik mereka kepada investor asing (Wouters & Chane 2013). Sayangnya, undang-
undang domestik telah membuktikan cara yang tidak memadai untuk mengendalikan 
tindak hak asasi manusia dari perusahaan multinasional tertentu. 
Dalam beberapa contoh, sebuah MNC lebih kuat, secara ekonomi dan secara 
de facto, maupun secara politis, daripada negara tempat mereka beroperasi, terutama 
ketika negara tersebut adalah negara berkembang yang merasa bahwa ia memerlukan 
investasi asing langsung untuk mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang 
memuaskan. MNC dapat mengancam pelepasan jika negara mencoba untuk 
meningkatkan pengaturan kegiatan mereka, terutama jika negara-negara lain 
menawarkan deregulasi yang lebih besar (Kinley & Joseph 2002). Walaupun pasar 
global disini tidak mengharuskan negara untuk keluar dari unit ekonominya akan tetapi 
mereka secara terus menerus mengikis kedaulatan ekonomi suatu negara dan 
mempengaruhi strategi perekonomiannya terhadap pasar. (Pratama n.d.) Hal inilah 
yang menyebabkan perlemahan kekuatan negara dalam menjalankan regulasinya. 
Kamboja sebenarnya sudah memiliki regulasi terkait perlakuan terhadap 
pekerja yang dibuat berdasarkan konvensi ILO. Seperti misalnya terkait upah minimal 
yang harus diberikan kepada pekerja, jam kerja maksimal, ketentuan mengenai jam 
kerja lembur, keamanan tempat kerja, dan juga kesehatan pekerjanya. Regulasi ini telah 
diatur dalam hukum buruh Kamboja yang dibentuk tahun 2005 dan direvisi kembali di 
tahun 2013. Namun, pelanggaran hak pekerja masih terjadi selama ini dan tidak ada 
tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja secara berkala dan intensif. 
Menurut Patrick Lee (2018), Kamboja dan pemerintahnya tidak membuat hukuman 
atau peringatan untuk H&M karena dinamika kekuasaan sering kali berlawanan sejauh 
bahwa merek-merek itu memiliki kekuasaan dan pengaruh tertentu terhadap 
Pemerintah Kamboja. Sebagian besar ini disebabkan oleh jumlah orang yang signifikan 
(sekitar 800.000) yang bekerja di sektor garmen. Meskipun ada perbaikan dalam 
kondisi tenaga kerja secara keseluruhan, yaitu dengan adanya Undang-Undang 
Ketenagakerjaan 1997 tetap tidak cukup ditegakkan di negara Kamboja itu sendiri, 
sebuah masalah yang diperburuk oleh korupsi dan juga  ketidakefisienan mekanisme 
remedial peradilan yang mengatur pelanggaran hak-hak pekerja (CCHR 2010, p. 4).  
Pemerintah Kamboja dianggap sebagai monarki konstitusional, yang berarti 
bahwa aturan raja sesuai dengan konstitusi tertulis dan menetapkan batas-batas hukum 
kekuasaan yang dipegang oleh raja (www.worldatlas.com). Di Kamboja, partai yang 
berkuasa merupakan Cambodian People’s Party, dimana merupakan partai politik 
yang dibentuk dibawah ideologi komunis. Sehingga pemerintahannya pun tidak begitu 
mempertimbangkan masalah hak asasi manusia. 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kamboja yaitu mereka 
pernah melakukan intervensi terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan 
menjelang pemilihan umum. Misalnya dengan cara menangani beberapa kasus yang 
terjadi di Kamboja terkait upah pekerja yang tidak dibayar oleh perusahaan swasta 
asing, dan juga terkait undang-undang ketenagakerjaan. Namun dalam prakteknya, 
perubahan positif yang diakui yang dilaksanakan oleh pemerintah telah dilatar 
belakangi oleh serangkaian tindakan yang benar-benar berfungsi untuk merusak hak-
hak pekerja, daripada melindungi mereka, serta kegagalan dalam pelaksanaan hukum 
yang benar dan yang seharusnya dilakukan (Patrick Lee, wawancara melalui surel, 14 
Agustus 2018). Sehingga memang hak asasi manusia bukan merupakan sesuatu yang 
penting dan menarik dalam pemerintah Kamboja.   
 Menurut Human Rights Watch (2015), Data Kementerian Tenaga Kerja sendiri 
menunjukkan rekam jejak penegakannya buruk. Sebagai contoh, data resmi yang 
diberikan kepada Human Rights Watch menunjukkan bahwa pada tahun 2013 
kementerian telah menemukan bahwa setidaknya 295 pabrik (tidak semua pabrik 
garmen) telah melanggar UU Ketenagakerjaan. Pada bulan Desember 2014, pejabat 
Departemen Tenaga Kerja mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka 
telah mendenda 25 pabrik yang tidak patuh dalam sebelas bulan pertama tahun 2014, 
kemudian pada bulan Februari 2015, media bahasa Khmer melaporkan bahwa pada 
tahun 2014 inspektorat tenaga kerja telah mengambil tindakan terhadap 50 pabrik tanpa 
menentukan rinciannya.  
Selain itu, meskipun pejabat kementerian bersikeras bahwa penyelidik mereka 
menemukan pelanggaran hak-hak pekerja di 10 pabrik kepatuhan rendah yang 
disebutkan di Better Factory Cambodia Transparency Database, mereka tidak dapat 
memberikan informasi apa pun tentang tindakan penegakan hukum yang dihasilkan 
sesuai dengan surat edaran tahun 2005 yang diterbitkan oleh pemerintah Kamboja. 
Dibawah ini terdapat tabel yang menunjukkan laporan dari BFC mengenai kepatuhan 
sebuah pabrik garmen di tahun 2013 hingga 2014. 
 
Tabel III.1. Peringkat 10 Non-Compliance di Laporan 31 dan 32 
 Laporan ke 32 Laporan ke 31 
Lembur tidak terkecuali 
94% Tidak 
Patuh 
94% Tidak 
Patuh 
Memastikan tempat kerja memiliki penerangan 
yang baik. 
92% Tidak 
Patuh 
95.3% Tidak 
Patuh 
Memstikan bahwa pekerja mendapatkan 
pemeriksaan kesehatan sebelum dipekerjakan. 
82% Tidak 
Patuh 
77.6% Tidak 
Patuh 
Meningkatkan staf di rumah sakit dengan 
memastikan bahwa staf medis bertugas selama 
jumlah jam yang diperlukan (termasuk Overtime) 
76% Tidak 
Patuh 
74% Tidak 
Patuh 
Pastikan bahwa jam lembur tidak melebihi 2 jam 
per hari 
76% Tidak 
Patuh 
82% Tidak 
Patuh 
Tingkat panas yang dapat diterima di tempat kerja 
69% Tidak 
Patuh 
65% Tidak 
Patuh 
Sediakan gelas atau alat sanitasi lain untuk air 
minum 
67% Tidak 
Patuh 
68.5% Tidak 
Patuh 
Pastikan pekerja memahami perhitungan upah 
64% Tidak 
Patuh 
66.6% Tidak 
Patuh 
Menyediakan kursi untuk beristirahat kepada para 
pekerja yang bekerja. 
62% Tidak 
Patuh 
72% Tidak 
Patuh 
Sumber: Diolah dari BFC: Laporan Kepatuhan ke 32 di Industri Garmen tahun 2015 
Data diatas menggambarkan bagaimana kepatuhan dalam pabrik-pabrik garmen di 
Kamboja yang didapatkan dari laporan kepatuhan ke 32 dari BFC. Laporan kepatuhan 
ke 32 dikeluarkan pada tahun 2015, dimana BFC melakukan penelitiannya disepanjang 
tahun 2014. Kemudian laporan kepatuhan ke 31 menunjukkan data-data yang ada di 
sepanjang tahun 2013.  Terdapat beberapa permasalahan yang mengalami peningkatan 
dalam kepatuhan pabrik-pabrik garmen di Kamboja, namun beberapa juga 
menunjukkan penurunan kepatuhan, misalnya dalam penanganan kesehatan dan juga 
pada lingkungan kerja yang tidak memadai (terlalu panas).  
Lemahnya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kamboja terhadap MNC di 
negaranya menyebabkan kesejahteraan para pekerja tidak mengalami peningkatan. 
Ketidak-tegasan pemerintah Kamboja dirasa memiliki faktor-faktor terutama faktor 
ekonomi yang mampu menopang perkembangan dan kesejahteraan di negara Kamboja. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktegasan ini adalah karena perusahaan swasta 
asing seperti MNC (terutama H&M) banyak menyumbang peningkatan ekonomi 
negara Kamboja. 
III.3.1. Dampak terhadap Ekonomi Kamboja 
Kegiatan MNC di negara tuan rumah, terutama apabila negara tuan rumah 
tersebut merupakan negara berkembang, menghasilkan banyak sekali keuntungan bagi 
negaranya. Sebagai kekuatan potensial untuk integrasi ekonomi, perusahaan 
multinasional dapat menghasilkan pendapatan dan kekayaan dalam jumlah besar untuk 
negara tuan rumah, sementara pada saat yang sama menyediakan pekerjaan di pasar 
dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Perusahaan multinasional ini, membuat 
investasi yang mereka tanamkan sangat diharapkan untuk melakukan pembangunan 
dan memacu pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan 
taraf hidup. 
Seperti yang telah dijelaskan diatas, pengertian dari neoliberalisme adalah 
pandangan yang memfokuskan pada praktik ekonomi yang mengusulkan bahwa 
memberikan kebabasan dalam individu dan berwirausaha dalam kerangka 
kelembagaan yang dicirikan oleh hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan 
perdagangan bebas merupakan cara terbaik dalam mencapai kesejahteraan manusia 
(Harvey 2005 p.2). Sejalan dengan pemikiran globalisasi ekonomi yang mendasari 
keinginan untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kaum 
pendukung globalisasi percaya bahwa sebuah negara yang merupakan regulator 
ekonomi telah dilampaui kemampuannya oleh organisasi transnasional di bidang 
ekonomi yang didukung oleh agenda ekonomi neoliberal yang pada awalnya dimulai 
dengan revolusi industri yang menciptakan kemajuan (Pratama n.d.). Sehingga dengan 
adanya peran dari pihak-pihak swasta asing, kaum Neoliberalis percaya akan dapat 
meningkatkan perekonomian sebuah negara. Hal ini memberikan dampak pada 
ketergantungan yang cukup dirasakan oleh negara-negara berkembang terhadap 
adanya perusahaan-perusahaan multinasional. Karena dengan terdapatnya perusahaan 
swasta tersebut, maka perekonomian akan mengalami kemajuan dan lapangan 
pekerjaan juga akan terbuka lebar untuk warga negara di negara tuan rumah tersebut. 
Menurut Santos (1970) ketergantungan pada paska perang beralih ke 
ketergantungan antara perusahaan multinasional yang mulai berinvestasi dalam 
industri yang diarahkan ke pasar internal negara-negara berkembang. Bentuk 
ketergantungan ini pada dasarnya adalah ketergantungan industri-industri. 
Ketergantungan antara negara-negara berkembang dan perusahaan multinasional 
memang pada saat ini sudah mulai meningkat.  Karena saat ini MNC telah berkembang 
secara pesat sejalan dengan adanya globalisasi. Peran MNC dalam peningkatan 
perekonomian sebuah negara juga telah berkembang secara signifikan. Hal ini 
mendukung pendapat kaun neoliberalis dalam menjelaskan mengenai perkembangan 
ekonomi sebuah negara yang percaya bahwa peran sektor swasta (termasuk MNC) 
memiliki pengaruh yang sangat berarti dalam perekonomian sebuah negara terutama 
negara-negara di dunia ketiga.  
Dalam memandang peningkatan perekonomian, Theodore H. Moran (1978) 
menjelaskan terdapat beberapa peran MNC di dalam negara-negara berkembang. Salah 
satu pendapatnya menyatakan bahwa negara mampu berkembang dengan adanya MNC 
didalam sebuah negara tersebut. Ia berpendapat bahwa meningkatnya penyebaran 
perusahaan multinasional yang berasal dari negara-negara yang beragam memperkuat, 
bukan melemahkan, posisi negara-negara Dunia Ketiga karena memberi mereka lebih 
banyak alternatif untuk dipilih. Kemudian, MNC menawarkan harapan ke negara-
negara berkembang bahwa arah perubahan menguntungkan mereka: jika satu proyek 
dunia di mana persaingan di antara investor asing meningkat, di mana pertumbuhan 
Dunia Ketiga terus berlanjut (terlepas dari naik atau turun kesenjangan dalam kaitannya 
dengan negara-negara maju), dan di mana luasnya kapasitas industri negara tuan rumah 
akan mampu meningkatkan perkembangan industri di negara berkembang (Moran 
1987 hal. 84). Ketergantungan antara negara Kamboja, dan juga terhadap perusahaan 
MNC yang bergerak di bidang fesyen ini cukup terlihat.   
Di negara Kamboja, pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh dengan adanya 
perusahaan multinasional. Kamboja, bagaimanapun, dipilih sebagai negara pertama 
yang memulai Proses ACT, dimana proses ini diprakarsai oleh IndustriALL bertujuan 
untuk mengembangkan perundingan bersama di seluruh industri di Kamboja dan 
negara-negara penghasil garmen lainnya, yang didukung oleh praktik pembelian yang 
direformasi di antara merek untuk memastikan bahwa upah yang lebih tinggi dapat 
dibayarkan (Asian Wage Floor Alliance 2015). Pendapatan di negara yang berada 
diantara Thailand dan Vietnam ini sangat dipengaruhi dengan adanya perusahaan 
swasta asing, yang mana memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi 
masyarakat Kamboja itu sendiri. Pasalnya, sebagian besar pendapatan Kamboja ini 
disebabkan oleh jumlah orang yang signifikan yang bekerja di sektor garmen, yaitu 
terdapat sekitar 800.000 masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pekerja garmen 
di Kamboja (Lee 2018).  
Dari laporan yang ditulis oleh Marc Bain (2017) dalam Quartzy, menjelaskan 
bahwa Ineke Zeldenrust dari Clean Clothes Campaign mengatakan H&M memang 
memiliki pengaruh, ia menjelaskan bahwa merek dari sebuah brand memiliki kekuatan 
yang jauh lebih besar dalam mempengaruhi pemerintah daripada yang biasanya 
dipikirkan. Misalnya saja, mereka dapat memberi tekanan pada pemerintah lokal.  
Mereka takut perusahaan multinasional akan kehilangan pembeli internasional jika 
upah terlalu tinggi. Hingga kemudian, muncullah ketergantungan antara negara dengan 
perusahaan-perusahaan multinasional yang ada.  
 Pendapatan Domestik Bruto di negara Kamboja menunjukkan peningkatan 
yang cukup signifikan dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Peningkatan ini mencapai 
lebih dari $1000 di tiap tahunnya. Dibawah ini merupakan tabel yang menjelaskan PDB 
dari negara Kamboja. 
Tabel III.2. PDB Kamboja tahun 2012-2015 dalam Dollar AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Diolah dari Situs Bank Dunia (data.worldbank.org) 
Data diatas menjelaskan peningkatan pendapatan Kamboja dari tahun 2012 hingga 
2015. Di tahun 2012, pendapatan domestik bruto mencapai $14.054, di tahun-tahun 
berikutnya PDB negara Kamboja mengalami peningkatan yang sigkifikan. Hingga di 
tahun 2015 mencapai $18.050. Pendapatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh pabrik-
pabrik garmen milik perusahaan multinasional asing di Kamboja.   
Kamboja memiliki lebih dari 800.000 masyarakat yang bekerja di pabrik 
garmen, yang mana tentu saja pendapatan dari negara Kamboja lebih banyak berasal 
dari sektor perusahaan industri termasuk garmen, baik itu produksi, jasa, maupun 
ekspornya. Terdapat pula banyak investasi-investasi yang masuk dalam Kamboja 
dalam beberapa berbagai macam sektor. 
No. Tahun PDB Kamboja 
1. 2012 14.054 
2. 2013 15.228 
3. 2014 16.703 
4. 2015 18.050 
  
Tabel III.3. Investasi berdasarkan sektor-sektor, 2012-2016 (dalam juta USD) 
 Agrikultur Industri Infrastruktur Turis 
2012 557 1490 228 692 
2013 1129 1170 2621 106 
2014 265 2836 354 480 
2015 483 919 3130 112 
2016 478 1186 544 1401 
total 2912 7538 6877 2791 
Sumber: Diolah dari Dewan Pembangunan Kamboja 
Dari data diatas dijelaskan bahwa terdapat 4 sektor besar yang mempengaruhi 
perkembangan ekonomi Kamboja yang mana jumlah investasi di berbagai sektor 
cenderung meningkat, meskipun terdapat beberapa penurunan di tahun 2015. Data 
diatas menunjukkan bahwa total investasi paling banyak disumbangkan dari sektor 
industri.  
 Menurut laporan, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam mengalami 
peningkatan 38%, yang mana disebabkan karena perusahaan multinasional memasuki 
pasar untuk mempertaruhkan klaim mereka dalam Asean Economic Community (AEC) 
yang baru terbentuk (www.realestate.com.kh). Pengiriman garmen dan sepatu yang 
diproduksi di Kamboja naik 11 persen dari tahun ke tahun (Devonshire-Ellis 2016).  
Dengan adanya peningkatan ekonomi yang disebutkan berdasarkan data-data 
yang ada diatas, dimana sebagian besar pendapatan ekonomi di Kamboja berasal dari 
ekspor dan juga industri. Termasuk didalamnya adalah industri garmen. Kemudian hal 
ini lah yang sekiranya dapat menyebabkan penurunan ketegasan dari pemerintah dalam 
memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan-
aturan dari pemerintah. Karena adanya dampak-dampak yang dapat meningkatkan 
pereknomian Kamboja sehingga pemerintah Kamboja sendiri lebih mementingkan 
pada kekuatan ekonominya bukan pada kesejahteraan masyarakat Kamboja.   
“With just four major brands, H&M, GAP, Walmart, and Adidas having 
combined revenues of roughly $608 billion in 2012, amount almost 43 
times Cambodia’s entire GDP, it is obvious to us who has the real 
power to set working conditions and wages in Cambodia.” - Ath Thorn, 
Presiden Koalisi Persatuan Pekerja Pakaian Kamboja (C.CAWDU) 
(dalam McMullen 2015) 
 Garmen adalah salah satu pengasil pendapatan terbesar dalam portofolio ekspor 
negara Kamboja. Dijelaskan melalui data, pada periode tahun 2013, ekspor ke Uni 
Eropa bernilai $ 532 juta, naik 45 persen tahun ke tahun, kemudian ekspor ke AS naik 
17 persen menjadi $ 660 juta (Maierbrugger 2013), dan semua ekspor diatas merupakan 
sumbangan pendapatan dari sektor garmen di Kamboja. 
 Data yang didapatkan dari Bank dunia dan GMAC, memperlihatkan jumlah 
ekspor dalam sektor garmen yang semakin meningkat. Di tahun 2012 jumlah total 
ekspor garmen mencapai $4756 juta dengan total ekspor keseluruhan adalah $8825 juta 
US dollar, kemudian di tahun 2013 meningkat sebesar $5320 juta dengan total ekspor 
keseluruhan adalah $10016 juta, dan di tahun 2014 sebesar $5784 juta dengan total 
ekspor keseluruhan adalah $11425 juta. Kemudian pada 2015, nilai ekspor produk 
garmen di Kamboja mencapai $6 miliar, terhitung sekitar 70% dari total nilai ekspor 
(www.prnewswire.com). Ekspor garmen dan sepatu menjadi tulang punggung 
ekonomi, mewakili 80% dari semua ekspor barang dagangan dan menyumbang 10,2% 
dari produk domestik bruto (fashionunited.uk). Dengan demikian, sektor garmen 
merupakan sektor yang memiliki produksi ekspor terbesar di Kamboja.  
Perusahaan H&M sendiri merupakan pembeli terbesar dalam sektor garmen di 
Kamboja (Human Rights Watch 2015, p. 4). Kemudian, perusahaan di Kamboja adalah 
H&M, merupakan salah satu perusahaan multinasional yang menyumbang total 
produksi di industri garmen sebanyak setengah dari jumlah ekspor garmen (Bank 
Dunia 2014, p. 83). Dalam pendapatan garmen itu sendiri, menyumbangkan sekitar 
13% terhadap PDB di tahun 2013 (cleanclothes.org). Ini berarti sektor garmen 
merupakan pendapatan yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhkan perekonomian 
negara Kamboja, meskipun terdapat pendapatan lain yang juga menyumbangkan 
hasilnya.  
 Sehingga dalam hal ini, ketergantungan antara negara Kamboja dan juga 
perusahaan-perusahaan swasta asing seperti H&M menjadikan aturan-aturan yang 
ditegakkan terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja menjadi kurang 
berdampak dan tidak dimaksimalkan dengan baik. Disebabkan karena pertumbuhan 
ekspor Kamboja yang cukup besar di sektor garmen, dan H&M pun merupakan 
pembeli terbesar di Kamboja, menjadikan pelanggaran dalam hal kerja paksa masih 
kerap terjadi. 
 
